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ABSTRAK 

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI  KEPALA DESA DAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN 

PELAYANAN MASYARAKAT DESA SILUNGKANG DUO KOTA 

SAWAHLUNTO 

RAHMA WATI 

NIM. 181000461201115 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK 

Penelitianini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi  

kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Jenis data yang digunakanadalah Kualitatif dan sumber data 

menggunakan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun  informan yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu terdiri dari Staf Desa 

Silungkang Duo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua PKK, dan tokoh  

masyarakat di Desa Silungkang Duo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis tugas dan fungsi kepala 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam  rangka peningkatan  pelayanan 

masyarakat  di Desa Silungkang Duo, kepala desa mempunyai tugas dan fungsi   

penting di dalam peningkatan pelayanan masyarakat  Desa Silungkang  Duo. 

Peranan pelayanan Desa Silungkang Duo sudahbaik dan sudah disesuiakan 

dengan tugas dan fungsi secara formal dan sah menjadi satu yang bersifat wajib 

seorang kepala desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelayanan 

Desa Silungkang Duo sudah baik dan sangatmembantu pemerintah desa dalam 

kelestarian lingkungan kegiatan pembangunan  dan  pengendalian potensi desa. 

Bahkan Badan PermusyawaratanDesa sangat berpengaruh dalam proses 

pembuatan peraturan desa yang dikerjakan bersama kepala desa. Kedudukan  

yang kuat ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan 

Desa. 

 

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, Pelayanan. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE VILLAGE 

HEAD AND VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN ORDER TO 

IMPROVE COMMUNITY SERVICES IN SILUNGKANG DUO VILLAGE, 

SAWAHLUNTO CITY  

RAHMA WATI 

NPM. 181000461201115 

MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK UNIVERSITY 

This study aims to find out how the duties and functions of the village 

head and the Silungkang Duo Village Consultative Body of Sawahlunto City. The 
type of research used is descriptive qualitative. The data collection techniques 

used in this study are observation, interviews and documentation. The type of data 

used is Qualitative and the data source uses a primary data source. The data 

analysis technique used in this study is a qualitative descriptive method. The 

informants used in this study were 20 people, consisting of Silungkang Duo 

Village Staff, Chairman of the Village Consultative Body, Chairman of the PKK, 

and community leaders in Silungkang Duo Village. 

The results showed that the analysis of the duties and functions of the 

village head and the Village Consultative Body in order to improve community 

services in Silungkang Duo Village, the village head has important duties and 

functions in improving community services in Silungkang Duo Village. The role 

of Silungkang Duo Village services has been good and has been adjusted to 

formal and legal duties and functions into one that is mandatory for a village head. 

The role of the Village Consultative Body in the services of Silungkang Duo 

Village has been good and is very helpful for the village government in 

environmental sustainability of development activities and controlling the 

potential of the village. Even the Village Consultative Body is very influential in 

the village rulemaking process which is carried out with the village head. This 

strong position can be seen from the duties and authorities of the Village 

Consultative Body.  

Keywords: Duties and Functions, Village Head, Village Consultative Body, 

Services. 
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